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ABSTRACT
Dasar pertimbangan untuk diadakan penahanan dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu: Tersangka atau terdakwa
dikhawatirkan dapat melarikan diri; dapat merusak atau menghilangkan barang bukti; dan dapat mengulangi tindak pidana. Dalam
KUHAP dikenal adanya tiga jenis Penahanan, yaitu Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah dan Penahanan kota.
Dalam praktiknya, pengenaan jenis penahanan rumah dan penahanan kota sangat jarang terjadi, dari 82 terdakwa tindak pidana
korupsi, hanya ada 1 orang yang dikenakan penahanan rumah dan 1 orang yang dikenakan penahana kota, hal ini berdasarkan data
pada tahun 2017 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk pertimbangan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang
dikenakan Penahanan Rumah atau Penahanan Kota serta menjelaskan efektivitas Penahanan Rumah dan Penahanan Kota ditinjau
dari segi tujuan penahanan.
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah
data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh  dengan mempelajari serta menelaah teori, buku-buku, literatur-literatur
hukum serta peraturan perundang-undangan (library research) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan (field research)
dengan proses mewawancarai secara langsung kepada responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menetapkan jenis penahanan ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan
oleh penyidik, jaksa dan hakim, yaitu: Pertimbangan terhadap keadaan sikap cooperatife tersangka atau terdakwa; Pertimbangan
terhadap keadaan kesehatan tersangka atau terdakwa; Pertimbangan terhadap keadaan pekerjaan tersangka atau terdakwa;
Pertimbangan terhadap jarak tempat tinggal terdakwa; dan Pertimbangan terhadap jamianan, baik orang yang menjamin atau uang
sebagai jaminan. Disamping itu, pengawasan terhadap terdakwa yang diberikan pengalihan penahanan hanya sebatas pada
pelaporan diri 2 kali dalam seminggu.   
Disarankan kepada penyidik, jaksa dan hakim agar lebih baik lagi dalam hal mempertimbangkan alasan-alasan mengapa seorang
terdakwa tindak pidana korupsi itu harus diberikan penahanan rumah atau kota.  Kemudian dalam hal pengawasan disarankan harus
lebih optimal, agar tujuan dilakukannya penahanan tercapai.
